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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 










ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Żal ż 




ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ 
es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ 
de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ؼ Fa f Ef 
ؽ Qaf q Qi 
ؾ Kaf k Ka 
ؿ Lam l El 
ـ Mim m Em 
xi 
 
ف Nun n En 
ك Wau w We 
ق Ha h Ha 
ء Hamzah ʼ apostrof 
ل Ya y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 
diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 
dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fatḥah A A 
 َا Kasrah I I 
 َا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 















Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan 




Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 





















ََلْي ق: qīla 
 َتْوَيَ : yamūtu 
4. Tā’ marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat 
sukun,transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu 
terpisah, maka tā’ marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ةَضْكَرَؙاﻷ َؿاَفْط   : rauḍah al-aṭfāl 
ةَل  ضافْلاََ ةَنْػيَ دَمَلا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةَمْك َلَا : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydīd) 
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Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan 
dengan sebuahtanda tasydīd (    ّ  ), dalamtransliterasi ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََاّنبَر: rabbanā 
ََانْيَّنَ : najjainā 
َّقََلَا : al-ḥaqq 
ََمُّعن: nu“ima 
َّك دَع: ‘aduwwun 
Jika huruf ل ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh 





َّى لَع   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
َّبَرَع: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan 
huruf ؿا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dandihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 َسْمّشَلا: al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةلَزّلزَلا: al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
ةَفَسْلَفَلا: al-falsafah 
ََدلَبلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya 
berlaku bagi hamzahyang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila 
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan 




ََفْك رْمأت : ta’murūna 
 َعْوّػَنلا: al-nau„ 
 َءْيَش: syai’un 
 َتْر  ِ  ـ أ: umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, 
istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, 
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadibagian dari 
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulisdalam tulisan bahasa 
Indonesia, atau lazim digunakan dalam duniaakademik tertentu, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-
Qur‟ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 
menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan  huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), 





 د dīnullāh  َلله اب billāh 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-
Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
 َللهاَ ةَحمرَْ  فَِْم هhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan 
huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan 
huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan 
rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 




Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama 
terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau 
daftar referensi. Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
ḤāmidAbū) 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 
saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imrān/3: 4 
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NIM   : 10200114003 
Judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Kewenangan Menembak di  
 Tempat oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar 
Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Kewenangan 
Menembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian di Kota Makassar. Adapun yang 
menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk 
kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat kepolisian, serta (2) Bagaimana 
tanggapan masyarakat Kota Makassar terhadap kewenangan menembak oleh 
Aparat kepolisian. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk 
mengetahui tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan Tembak di Tempat berdasarkan pasal 18 ayat (1)  Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2002 serta untuk mengetahui tanggapan dan harapan masyarakat 
Kota Makassar mengenai kewenangan tembak di tempat oleh kepolisian. 
Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris 
dan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan 
data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan didalam 
penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 
Klarifikasi data, reduksi data, pemeriksaan data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tembak di tempat yang 
dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya di Kota Makassar sudah sesuai 
dengan prosedur hukum yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang 
berlaku, serta aparat yang telah melakukan tindakan tersebut juga sudah dimintai 
pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. Adapun pendapat masyarakat 
khususnya masyarakat Kecamatan Manggala tentang tindakan menembak di 
tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap para pelaku tindakan 
kejahatan menuai pro dan kontra. Sebagian besar masyarakat menilai tindakan 
tersebut sudah sangat tepat dilakukan oleh aparat kepolisian karna menurut 
sebagian kecil dari masyarakat yang menganggap bahwa tindakan tersebut kurang 
baik, karena secara tidak langsung para aparat kepolisian tersebut sudah 
melanggar Hak Asasi Manusia. 
Implikasi dari penellitian ini yaitu, diharapkan kepada aparat kepolisian di 
Kota Makassar agar selalu mengutamakan kejujuran tanpa pandang bulu dalam 
bertugas serta tetap menjunjung tinggi peraturan yang berlaku sehingga tidak ada 
lagi masyarakat yang berpendapat bahwa aparat kepolisian terkadang semena-
mena dalam menjalankan tugasnya. Juga untuk menyadarkan kepada masyarakat 
bahwa bukan hanya aparat kepolisian yang bertanggungjawab terhadap keamanan 
dan kenyamanan masyarakat, tetapi masyarakat juga seharusnya ikut menjaga hal 
tersebut agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai dan tentram. 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan yang aman, tertib dan bebas dari konflik merupakan suatu
kehidupan yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Namun, untuk mewujudkan
hal tersebut diperlukan kepastian hukum yang menjadi dasar dan syarat utama.
Terwujudnya kehidupan yang aman, tertib dan damai tersebut tidaklah terlepas
dari peran dan fungsi aparat kepolisian yang menjadi pelindung, pengayom, dan
pelayan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, aparat kepolisian
Negara Repoblik Indonesia sebagai alat Negara menjunjung tinggi nilai-nilai Hak
Asasi Manusia yang tidak terlepas dari dukungan  seluruh masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, kepolisian
harus memperhatikan dua sisi, yaitu antara memelihara keamanan dan ketertiabn
umum, dan di sisi lain kepolisian juga harus memperhatikan Undang-undang yang
mengatur tugas tersebut yang terkadang dalam hal praktek, kedua sisi tersebut
berbenturan.
Dalam perihal menjalankan tugasnya, pemerintah telah memberlakukan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berisi: "Untuk kepentingan umum pejabat
kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".
2Menurut Prayudi Atmosudirjo dalam majalah Bhayangkara No. 7,
Diskresi sebagai sesuatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan
menurut pendapat sendiri.1
Terjadinya tindakan Diskresi2 tersebut tidaklah lepas dari hal-hal yang
terjadi di masyarakat. Penyebab terbesar terjadinya adalah tindak kejahatan.
Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan yang dinilai telah melanggar
Undang-undang atau hukum yang ada. Adapun bentuk-bentuk kejahatan yang
marak terjadi di Kota Makassar saat ini misalnya, pencurian, perampokan,
pemerkosaan, pembunuhan dan masih banyak kejahatan lainnya yang secara jelas
telah melanggar hukum dan telah membahayakan keselamatan orang lain baik
keselamatan jiwa maupun hartanya.
Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, para aparat kepolisian sebagai
penegak hukum yang telah diberikan wewenang diskresi, tidak jarang melakukan
tindakan menembak di tempat terhadap tersangka. Namun tindakan tersebut masih
bersifat situasional, bukan suatu kewajiban dan diterapkan pada saat keadaan
tertentu saja.
Tugas kepolisian sebagai alat negara adalah amanah yang harus dijalankan
dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah berlaku. Kepolisian dalam
menjalankan tugasnya dituntut agar berlaku jujur, adil dan bijaksana sebagaimana
yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
1Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, (Ujung Pandang : 1990), h.. 11.
2Diskresi adalah suatu kewenangan berupa kebebasan bertindak dari pejabat Negara atau
mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi untuk melayani publik dengan penuh
tanggungjawab. Lihat lebih lanjut pada kamus, Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Gama press,
h. 173
3Negara Republik Indonesia dan juga telah dicantumkan oleh Allah swt dalam al-
quran.
Dalam QS al-Maidah/5 : 8
               
                 
     
Terjemahya :
"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan"3
QS al-Isra/17 : 84
           
Terjemahnya:
"Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan
pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa
yang lebih benar jalannya."4
Pada pasal 5 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP,
penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berkewajiban menerima laporan
atau pengaduan seorang tentang adanya tindak pidana. Pada pasal 5 angka (1) sub
angka 4 KUHAP mengatakan bahwa "mengadakan tindakan lain menurut hukum
3Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad Books, 2014), h.
108.
4Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad Books, 2014), h.
290.
4yang bertanggung jawab". Pasal ini menjelaskan bahwa apabila sudah ada laporan
terjadinya suatu tindak pidana maka penyelidik diharuskan melakukan tindakan di
tempat kejadian yang tentunya harus sesuai dengan prosedur yang ada dan
dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan dengan penuh
pertanggungjawaban.5
Tembak di tempat oleh aparat kepolisian sering sekali terjadi, salah satu
contoh kasusnya yaitu, tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat
kepolisian dari Unit Jatanras Polrestabes Makassar terhadap terpidana mati yang
bernama Ikbal alias Kolor Ijo yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polda
Sulawesi Selatan-Barat karena telah melarikan diri dari Lapas Kelas I Makassar.
Sebelumnya, Ikbal bersama 2 rekan terpidana lainnya melarikan diri dengan
menumpang mobil truk dari Lapas Kelas I Makassar ke Kecamatan Mangkutana
Kabupaten Luwu Timur dan akhirnya bersembunyi di dalam hutan di perbatasan
Daerah tersebut. Tindakan menembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian
berlangsung 2 hari, yaitu pada tanggal 18 Mei 2017 namun terpidana Kolor Ijo
tersebut berhasil melarikan diri setelah sebelumnya diberikan tembakan
peringatan dan diberikan tembakan pada betis terpidana tersebut, namun kembali
terpidana tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2017,
para aparat kepolisian tersebut kembali mendatangi tempat persembunyian
terpidana tersebut, dan mendapati terpidana tersebut berada didalam tendanya.
Namun setelah dilakukan pengempungan, terpidana tersebut memberikan
penyerangan kepada petugas dengan menggunakan sebilah parang sehingga
5Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h.. 5-9
5petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak terpidana dan mengenai
bagian dada terpidana sehingga terpidana tersebut meninggal dunia.
Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisan
khususnya di Kota makassar sudah sering terjadi. Hal ini kemudian menimbulkan
Pro dan Kontra dikalangan masyarak'at. Banyak diantara masyarakat yang sangat
setuju dengan tindakan ‘menembak di tempat ini karena dianggap sangat tepat
diberikan kepada para tersangka yang telah meresahkan masyarakat, namun
banyak pula diantara mereka yang kurang setuju dengan tindakan tersebut dengan
alasan yang berbagai macam, salah satunya adalah tindakan tersebut dinilai sangat
kejam dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik
meneliti tentang "Persepsi Masyarakat Terhadap Kewenangan Menembak di
Tempat oleh Aparat Kepolisan di Kota Makassar Perspektif Hukum Pidana
Islam"
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Fokus penelitian pada judul ini adalah Persepsi Masyarakat terhadap
Kewenangan Menembak di Tempat oleh Aparat kepolisan Kota Makassar.
2. Deskripsi Fokus
a. Pengertian dan Wewenang Kepolisian
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga
polisi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagai alat Negara,
6kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian yang telah
diatur ketentuannya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepolisian berarti urusan polisi
atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi, sedangkan polisi adalah :
1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas
memelihara keamanan dan ketertiban umum
2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan6
Menurut Moch. Arifin dalam bukunya, kepolisisan adalah bagian
pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan
menjalankan tugasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.7
Kepolisian memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) tentang kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berisikan tentang "Untuk kepentingan umum pejabat
kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Kewenangan ini
disebut sebagai kewenangan Diskresi kepolisisan, dimana kewenangan ini  harus
dapat di pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya oleh anggota Polri agar
tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Sedangkan, dalam Kamus Hukum Diskresi adalah kebijakan yang harus
diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan. Diskresi juga
disebut sebagai suatu kewenangan berupa kebebasan bertindak dari pejabat
6Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-II
7Arifin, Moch. Buku Pintar Polisi, (Ujung Pandang, 1996), h.8.
7Negara atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi untuk melayani
publik dengan penuh tanggungjawab.8
b. Kewenangan Menembak di Tempat oleh Aparat kepolisan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tembak adalah melepaskan
peluru dari senjata api (senapan/meriam). Sedangkan Tempat adalah sesuatu
untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi.9
Dalam menerapkan diskresi kepolisian, polisi harus dapat mengambil
sikap dan perilaku yang bersifat interaksi yaitu mendapatkan dukungan dari
masyarakat, namun tidak jarang pula bersifat isolatif, yaitu cara yang tidak disukai
oleh masyarakat.10
Penerapan diskresi bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan
tugas dan fungsi kepolisian serta menyangkut tentang pertanggung jawaban pasca
tindakan tersebut. Hal ini harus dijelaskan sebagai bentuk pertanggung jawaban
terhadap tindakan diskresi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok masalahnya adalah
bagaimanakan penerapan kewenangan Menembak di tempat oleh Aparat
kepolisian di Kota Makassar? Berdasarkan pokok masalah tersebut, dirumuskan
sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bentuk kewenangan
menembak di tempat oleh Aparat kepolisian di Kota Makassar?
8Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum (Gama press), h. 173.
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-II h.341
10Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h.19.
82. Bagaimana tanggapan masyarakat Kota Makassar terhadap kewenangan
menembak oleh Aparat kepolisian?
D. Kajian Pustaka
Dalam menyelesaikan penelitian, penulis menggunakan berbagai sumber
atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Adapun kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah
sebagai berikut :
1. Ismail Achmad, dalam karya ilmiahnya yang berjudul
"Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Tembak di Tempat oleh
Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia" mengatakan bahwa ketika
dalam pelaksanan tembak di tempat, aparat kepolisian juga harus
menghormati hak dari tersangka, baik hak hidup maupun hak untuk bebas
dari penyuiksaan, karena hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-
undang sehingga kepolisian dituntut untuk memperdalam menganai kode
etik serta prinsip dasar penggunaan senjata api dalam melaksanakan
tugasnya tersebut.
2. Brooke Veronika Sendewana dalam karya ilmiahnya yang berjudul " Studi
Kasus Mengenai Tembak di Tempat Tersangka Oleh kepolisian"
mengatakan bahwa kepolisan dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai
dengan hukum yang berlaku. Ketika menjalankan tugas dan
wewenangnya, kepolisian harus berdasar pada asas dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan kekerasan tidak menjadi
9jalan satu-satunya untuk menyelesaikan suatu kasus dan tidak termasuk
didalam paradigma penegakan hukum di era reformasi ini.
E. Tujuan dan Kegunaan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi tujuan
dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam melaksanakan Tembak di Tempat berdasarkan pasal 18
ayat (1)  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
2. Untuk mengetahui tanggapan dan harapan masyarakat Kota Makassar
mengenai kewenangan tembak di tempat oleh kepolisian.
Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan peneliti dalam melakukan
penelitian ini adalah:
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau sebagai
bahan referensi yang berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya
dibidang hukum, dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik terhadap
pemerintah, lembaga sosial masyarakat dan aparat penegak hukum di dalam




A. Tinjauan Umum Kewenangan Kepolisian
1. Pengertian Kewenangan Kepolisian
Pada dasarnya, polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk
menjalankan kekerasan demi tugasnya. Namun, sehubungan dengan cara
kekerasan demi memelihara ketertiban, Satjipto Raharjo pernah mengemukakan
bahwa memang benar dalam suatu negara hukum, supremasi hukum harus
dipertahankan. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh negara, maka kekerasan boleh
dilakukan asalkan tujuannya tetap untuk mencapai kedamaian. Cara yang luwes
sering kali dianggap sebagai lawan kekerasan; keduanya dapat dilakukan
bersamaan, sesuai dengan keadaan yang dihadapkan.1
Dalam diktum penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan:
“Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan
merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi,
demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah
melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat wewenang dan
tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan
tumbuhnya tuntutan dan harapan masyarakat yang berbeda-beda terhadap
pelaksanaan tugas dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang
dilayaninya.”2
1Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua, (Jakarta : Prenadamedia Group,
2015), h.. 79
2Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum  di Indonesia, (Jakarta : Sinar
Grafika) h.. 20 Cet.2
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Keterkaitan antara polisi, masyarakat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan
satu sama lain, keterkaitan ketiga unsur tersebut merupakan suatu hubungan
interaksi yang memiliki fungsi berbeda satu sama lain. Inilah mengakibatkan
kegocangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-
reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat.3
Menurut Satjipto Raharjo, pekerjaan polisi dimanapun adalah menjaga
hukum dan ketertiban umum, khususnya dalam hal memerangi tindakan kejahatan
dalam lingkungan masyarakat, walaupun tugas dan wewenangnya telah
ditentukan oleh prosedur hukum secara jelas, namun pada saat yang bersamaan ia
dihadapkan kepada suatu keadaan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang
bersifat spontan yang terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku, karena jika salah satunya dilakukan berdasarkan kepada aturan
hukum maka aturan dan ketertiban yang lain akan terganggu, dalam hal seperti
itulah aparat kepolisian seperti diombang-ambing oleh bermacam tuntutan yang
disatu pihak diikat oleh aturan hukum, sedangkan dipihak lainnya dituntut untuk
melakukan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.4
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian
Dalam buku Undang-undang RI No.2 Tahun 2002 dan Peraturan
Pemerintah RI Tahun 2014 tentang kepolisian, pada pasal 13 tentang Tugas dan
wewenang kepolisian berbunyi :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
3Atmasasmita Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung : PT. Eresco,
1992), h.. 108
4Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h.. 25
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b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.5
Dalam Kamus Hukum, Diskresi atau kewenangan adalah kebijakan yang
harus diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan. Diskresi juga
disebut sebagai suatu kewenangan yang memberikan kebebasan kepada yang
melakukan untuk dapat mengambil keputusan sesuai dengan pendapatnya sendiri
yang bertujuan untuk melayani publik dengan penuh tanggungjawab.6
Dalam menerapkan diskresi kepolisian, polisi harus dapat mengambil
sikap dan perilaku yang bersifat interaksi yaitu mendapatkan dukungan dari
masyarakat, namun tidak jarang pula bersifat isolatif, yaitu cara yang tidak disukai
oleh masyarakat.7
Dalam tindakan pencegahan yang dilakukan harus tetap diutamakan
dengan memperhatikan pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum
kepolisian, yaitu untuk memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban yang
berada dilingkungan masyarakat.
Penerapan diskresi bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan
tugas dan fungsi kepolisian serta menyangkut tentang pertanggung jawaban pasca
tindakan tersebut. Hal ini harus dijelaskan sebagai bentuk pertanggung jawaban
terhadap tindakan diskresi.
Oleh karena itu, Undang-undang mengatur pembinaan profesi dan kode
etik profesi agar tindakan pejabat kepolisan dapat dipertanggung jawabkan, baik
5Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2004
Tentang Kepolisian, Cetakan I, (Bandung : Citra Umbara, 2015), h.. 8-9
6Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, h. 173.
7Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h.19.
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secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi
manusia.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf
(i) Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan
bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi
keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari
gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.8
Tugas dan wewenang kepolisian yang semakin besar antara dua hal antara
lain perlindungan jiwa masyarakat banyak dan harta mereka yang harus dilindungi
secara langsung dalam waktu yang bersamaan.
Pelaksanaan kewenangan inilah, pejabat kepolisian Negara Republik
Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan dengan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak
asasi manusia serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, namun tetap memperhatikan kode etik profesi kepolisian Negara
Republik Indonesia yang telah mengatur secara keseluruhan.
Untuk lebih merinci mengenai tugas pokok sebagaimana yang diatur
dalam pasal 13 dan pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa dalam
menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas
untuk;
a. Menjalankan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap setiap
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan
kebutuhan;
8Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2004
Tentang Kepolisian, Cetakan I, h.. 9
14
b. Melaksanakan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas jalan;
c. Mengajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta
kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perudang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus,
penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Malakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi kepentingan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam
lingkup tugas kepolisian;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.9
Selain tugas pokok kepolisian tersebut, wewenang Kepolisian Negara
Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2012 yang
menyatakan, dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam
9Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum  di Indonesia, (Jakarta : Sinar
Grafika) h.. 136 Cet.2
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Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum
berwenang;10
a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. mencari keterangan dan barang bukti;
j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dalam pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.
3. Dasar Hukum Tentang Kewenangan Kepolisian
Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi, hal ini tercantum dalam
10Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum  di Indonesia, (Jakarta : Sinar
Grafika) h.. 137 Cet.2
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pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara
Republik Indonesia tentang pembinaan profesi kepolisian.
Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah
tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
kepolisian Negara Republik Indonesia yang brisikan tentang "Untuk kepentingan
umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Kewenangan
ini disebut sebagai kewenangan Diskresi kepolisisan, dimana kewenangan ini
harus dapat di pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya oleh anggota Polri
agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Bertindak menurut penilaiannya sendiri yang dimaksud adalah suatu
tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia
berdasarkan penilaiannya sendiri tetapi tetap harus mengutamakan manfaat dan
resiko yang akan timbul dari tindakannya tersebut.
Pertanggung jawaban dari tindakan diskresi ini harus senantiasa berdasar
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi
yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.
Dalam pasal 16 ayat 1 huruf (l), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi berhak dan berwenang untuk
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan
diskresi inilah salah satu bentuk kewenangan yang dimaksud dalam pasal tersebut.
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Adapun tindakan lain yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut diatas adalah
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat
sebagai berikut :
a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
b. Sejalan dengan hukum yang membuat tindakan tersebut dilakukan.
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. Menghormati dan menghargai hak asasi manusia.11
Petugas kepolisian dalam hal terpaksa melakukan penembakan sesuai
dengan kepentingan hukum yang dibela karena ada perlawanan bersenjata, maka
penembakan diarahkan pada bagian tubuh yang tidak mematikan.12
Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota kepolisian wajib
mempedomani dan menaati ketentuan Undang-undang yang berlaku khususnya
yang menyangkut mengenai Hak Asasi Manusia. Pentingnya perlindungan dan
pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia,
Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun
1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat
manusia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian sebagai salah satu profesi hukum
yang terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dituntut untuk bersifat
profesional dan bertanggung jawab dalam bertugas.
11Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2004
Tentang Kepolisian, Cetakan I, h. 13
12Buku Pelajaran Kejuruan Dasar Reserse, t.t, t.p, t.th, h.. 80
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Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum
wajib bertanggung jawab, artinya bersedia melaksanakan tugas dengan sebaik
mungkin yang termasuk dalam lingkup profesinya, bertindak secara proporsional,
tanpa mengutamakan suatu perkara bayaran ataupun perkara cuma-cuma.13
Dalam menggunakan wewenangnya, kepolisian harus berdasarkan pada :
a. Azaz Legalitas (Recgmatigheid)
Legal berarti sah menurut Undang-undang Azas Legalitas adalah azas
yang mengatur dimana setiap tindakan aparat kepolisian harus berdasarkan
Undang-undang yang berlaku. Maka tindakan yang tidak didasarkan pada
peraturan perundang-undangan termasuk dalam tindakan yang melawan hukum
(onrechtmatig)
b. Azaz Oportunitas
Oportunitas berarti saat atau kesempatan yang tepat yaitu bahwa
pelanggaran-pelanggaran tidak perlu diusut oleh polisi apabila kesalahan si
pelanggar hanyalah sedikit dan akibat itu tidak berarti.
c. Azas Kewajiban
Azas Kewajiban ialah asas yang memberikan keabsahan bagi tindakan
Polri yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum. Untuk
menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi tindakan
kepolisian, diperlukan azas-azas yang merupakan sub azas dari kewajiban, yakni :
1) Azas Keperluan (noodzakelijik)
Azas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila
memang diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu gangguan. Di Jerman
13Khiky Sandra Saputri. Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan Yang
Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, (Skripsi tahun 2015), h.19-21
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disebut sebagai ubermassverbot (larangan untuk berlebih-lebihan), contoh :
Pemasangan papan reklame yang menghalangi pemandangan pengendara
kendaraan, maka polisi dapat menurunkan dan memerintahkan untuk di tempat
lain yang tidak mengganggu pemandangan, walaupun pemasangan tersebut sudah
mendapat izin.
2) Azas masalah sebagai patokan (Zakelijk)
Azas ini menghendaki bahwa tindakan yang diambil akan dikaitkan
dengan masalah yang perlu ditangani berdasarkan pertimbangan obyektif, tidak
berdasarkan pribadi, dan tidak terkait pada kepentingan perorangan. Yang
dianggap Zakelijk ialah ini tindakan yang benar-benar diharapkan untuk
kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian itu tidak bisa
digunakan untuk kepentingan. Polisi tidak bertindak terhadap seseorang karena
benci atau persoalan pribadi dan rasa simpati atau antipati tidak boleh
mempengaruhi pengambilan tindakan yang diperlukan.
3) Azas Tujuan sebagai ukuran (Doelmatig)
Azas ini menghendaki tindakan yang betul-betul bertujuan untuk mencapai
sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Ini
berarti sasaran yang dipergunakan dalam tindakan itu harus tepat untuk serta
dapat mencapai sasaran.
4) Azas keseimbangan (Evenrending)
Azas ini menghendaki bahwa dalam satu tindakan kepolisian harus
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dipelahara suatu keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana
dipergunakan pada satu pihak,  dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat
ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lainnya.
Bahwa empat ukuran tersebut diatas merupakan Plichtmatigheid
(bertindak sesuai dengan kewajiban) dalam melakukan wewenang kepolisian
untuk mengambil tindakan-tindakan menindak terhadap gangguan ketertiban, dan
keamanan masyarakat.
B. Tembak di Tempat
1. Pengertian Tembak di Tempat
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tembak berarti melepaskan peluru
dari senjata api (senapan/meriam). Sedangkan Tempat adalah sesuatu untuk
memberi keterangan disuatu lokasi. Apabila dikaitkan dengan kepolisian, tembak
di tempat berarti perbuatan melepaskan peluru dari senjata yang dimiliki oleh
polisi terhadap pelaku kejahatan disuatu tempat.
Dalam menerapkan diskresi kepolisian, polisi harus dapat mengambil
sikap dan perilaku yang bersifat interaksi yaitu mendapatkan dukungan dari
masyarakat, namun tidak jarang pula bersifat isolatif, yaitu cara yang tidak disukai
oleh masyarakat.
Penerapan diskresi bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan
tugas dan fungsi kepolisian serta menyangkut tentang pertanggung jawaban pasca
tindakan tersebut. Hal ini harus dijelaskan sebagai bentuk pertanggung jawaban
terhadap tindakan diskresi.
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Aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengambil
tindakan-tindakan yang diperlukan menurut ukuran kewajibannya guna menolak
secara umum maupun secara tersendiri bahaya-bahaya yang mengancam
keamanan atau ketertiban umum. Adapun menurut ukuran kewajiban itu diartikan
bahwa anggota kepolisian itu harus dapat menilai sendiri secara pribadi apakah ia
harus bertindak atau tidak.14
Dalam melakukan tindakan tembak di tempat, polisi kembali berpedoman
kepada wewenang yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu
bertindak menurut penilaian sendiri.
2. Dasar Hukum Tentang Prosedur Tembak di Tempat
Tindakan diskresi secara sah dapat dilakukan oleh polri sebagai pihak yang
berwenang. Hal ini didasari oleh tugas dan fungsi kepolisian sebagai pelindung
masyarakat. Dasar hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :
a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian;
b. Pasal 16 ayat (1) huruf l, Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang
proses pidana, Kepolisiaan Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
14Asas wewenang kepolisian abdussalam, t.t, t.p, t.th, h.20
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Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat
(2), sebagai berikut :
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan.
3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
5) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).
c. Pasal 18 ayat (1), untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat :
Bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan
yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan Perundang-undangan,
serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum
yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang
memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat
melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.
Tembak di tempat merupakan langkah terakhir yang dilakukan olekh pihak
kepolisian kepada tersangka. Namun dalam melakukan hal tersebut, polisi harus
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mempertimbangkan hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8
Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia:
1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang
sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk
menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan
secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras
harus berimbang dengan ancamaan yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam
penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras
harus seminimal mungkin.
Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun
2009 tentang prosedur penggunaan senjata api. Setiap petugas Polri dalam
melakukan tindakan dengan menggunakan senjata api harus memedomani
prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut :
a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan
proporsionalitas.
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b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan
yang jelas dengan cara:
1) Menyebutkan dirinya sebagai atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran
untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, dan;
3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan
dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain
disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) tidak perlu
dilakukan.
Polisi boleh menggunakan senjata api sesuai dengan fungsi dan tugasnya
(reserse dibagian operasional, intelijen dibidang operasional dan polisi lalu lintas)
dan senjata api bisa digunakan pada saat terpaksa, berhadapan dengan pelaku
kejahatan, dan semua tindakan itu harus tepat sasaran, tepat terarah dan sesuai
dengan standar operasional prosedur nya.15
Penggunaan  senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009
tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat 1
menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang
terdiri dari:
a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
Dalam praktek, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan
kekuatan tahap 1
15Modul Pembelajaran Pendidikan Alih Golongan SPN Batua Makassar, T.A 2016 h. 85
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b. Tahap 2 : Perintah lisan.
Misalnya keberadaan polisi saja tidak membuat pelaku takut,  maka polisi akan
berteriak dan menyebutkan nama bahwa dia anggota polisi.
c. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.
Misalnya orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, maka
petugas akan mencoba menahan dengan tangan.
d. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras.
Tersangka melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk
menghentikan tersangka.
e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata,
semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat yang
mengentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat
menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.
Selain itu adapun tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan
senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini :16
a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka (korban dan
penyerang yang memerlukan perawatan medis).
b. Mengijinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan.
c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka.
e. Melaporkan kejadian.
16Brooke Veronika, Studi kasus mengenai tembak di tempat tersangka oleh kepolisian
oleh Sendewana, lex et societatis, Vol.1/No.3/Juli/2013 h. 80
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Dalam melakukan tindakan tembak di tempat, hal yang paling penting
adalah harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kewenangan dan pertanggung
jawabannya dihadapan hukum.
Penggunaan senjata api oleh kepolisian sebagai aparat negara sangatlah
ketat aturan penggunaannya karena semua telah diatur dalam undang-undang dan
aparat kepolisian harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal
ini setelah menggunakan senjata api. Apabila dalam menyelesaikan suatu kasus
tindakan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di
tempat terhadap tersangka dapat dilakukan dengan benar dan diperuntukkan untuk
melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak
Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
Pada Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009
pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat
digunakan untuk :
a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang;
e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan
melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
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f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang
lebih lunak tidak cukup.17
Pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang prosedur
penggunaan senjata api, dijelaskan tentang kewajiban pihak kepolisian, antara lain
:
Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib :
a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan
senjata api; dan
d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat
penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka:
a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan
senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat yang telah dilakukan;
b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang
dirugikan; dan
c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
3. Kedudukan Tembak di Tempat Oleh Kepolisian
Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas
polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif polisi adalah
17https://www.kontras.org/data/perkap/No.08/Tahun2009 (Mei 2018)
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tugas kepolisianyang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP
maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas
represif dal hal ini tembak di tempat oleh aparat kepolisian aktif, dan umumnya
tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.18
Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk
perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas dilapangan
untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur
secara jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Umumnya perintah
ini dikeluarkan oleh atasan kepolisian untuk diberlakukan terhadap tersangka
pidana yang telah melakukan kejahatan pidana berat berulang kali (residivis) dan
terhadap tersangka yang membahayakan nyawa manusia saat penangkapannya
oleh aparat kepolisian, dalam hal ini tindakan tembak di tempat itu diputukan oleh
aparat kepolisan yang berhadapan langsung dengan tersangka dilapangan. 19
Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka, setiap aparat
kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum. Dimana
prinsip tersebut terdiri dari: 20
a. Asas Legalitas
Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat
kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hak
18http://repository.usu.ac.id BAB II Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melakukan
Tembak Di Tempat Terhadap Tersangka Dikaitkan Dengan Praduga Tak Bersalah, h..2
19Modul Pembelajaran Pendidikan Alih Golongan SPN Batua Makassar, T.A 2016, h.122
20Reeza Andi Nova, Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di
Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri, Legalitas Edisi Juni 2015, Vol. VII No. 2, h.. 167-168
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asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga
secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-
undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakan hukum.
b. Asas Nesesitas
Nesesitas berarti suatu keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk
melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat
dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang
membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api,
prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat
dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-
satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk
memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua
keadaan, penggunaan senjata api yang yang mematikan, hanya dapat digunakan
secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disina adalah nyawa
warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.
c. Asas Proporsionalitas
Prinsip proporsionalitas dalam menegakkan hukum, tidak bisa disamakan
dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota angkatan bersenjata. Anggota
polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama
pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api (hanya pada saat sangat
dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata
api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:
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1) Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau,
dan lain-lain);
2) Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga,
masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka);
3) Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau
keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana;
4) Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan
terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan
kekerasanyang akan digunakan.
Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian, bagian tubuh
yang menjadi sasaran dalam melakukan tembak di tempat apabila dalam keadaan
yang tidak mendesak adalah yang hanya bersifat untuk melumpuhkan yaitu
dibagian kaki atau tangan. Namun apabila dalam keadaan yang mendesak dan
dapat menimbulkan risiko yang lebih besar maka sasaran tembakan yang sesuai
dengan prinsip kewajiban umum, petugas kepolisian harus menembak bagian
tubuh yang dapat membuat pelaku tersebut mati. Bagian ini biasanya antara
kepala dan bagian dada.
Dalam pelaksanaan tugas, dalam hal ini diskresi, Kepolisian Negara
Republik Indonesia berkaitan dengan hak serta kewajiban warga Negara dan
masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi kepolisian Negara
Republik Indonesia, maka dalam hal ini, seorang anggota kepolisian yang
melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka
anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan
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Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum
dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Tanggung jawab pelaksanaan diskresi biasanya terjadi jika diskresi
dilakukan tidak sesuai, misalnya diskresi dilakukan melewati batas kewenangnya,
tidak memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang,
merugikan orang lain, bila tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggung
jawaban itu, dan lain-lain.
Dalam melakukan suatu tindakan, penggunaan kekerasan yang oleh
kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak diperbolehkan
dalam tugas. Apabila dikemudian hari hal tersebut ditemukan, maka petugas yang
melakukan tindakan tersebut akan ditindak sesuai dengan kode etik kepolisian
yang berlaku.
Provost Polri sebagai pelaksana penindakan pelanggaran disiplin yang
dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
dimana Provost Polri mempunyai wewenang sebagai berikut :21
a. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
b. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin,
serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri
c. Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Hakim dan
d. Melaksanakan putusan hakim.
21Modul Pembelajaran Pendidikan Alih Golongan SPN Batua Makassar, T.A 2016, h. 85
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Dalam Pasal 11 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri Tahun 2006 disebutkan:
“Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa
:22
a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara
terbuka;
c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi
kepolisian.
Prosedur dan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran disiplin oleh
anggota Polri tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2003, yaitu;
a. Laporan atau pengaduan
b. Pemeriksaan pendahuluan
c. Pemeriksaan di depan sidang disiplin
d. Penjatuhan hukuman disiplin
e. Pelaksanaan disiplin.
Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, jika anggota polisi
terbukti bersalah melanggar Kode Etik Profesi Polri, maka anggota polisi tersebut
dapat diberhentikan secara tidak hormat, selanjutnya anggota polisi tersebut
dilimpahkan untuk disidang dalam yurisdiksi peradilan umum di Pengadilan
Negeri.
22Kode Etik Kepolisan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian




Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai alat Negara,
kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian.23
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,  pengayoman,
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.24
Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti urusan polisi atau
segala sesuatu yang bertalian dengan polisi, sedangkan polisi adalah :
a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara
keamanan dan ketertiban umum
b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan25
Menurut Moch. Arifin, kepolisian adalah organ pemerintah yang
ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan
fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.26 Jadi apabila kita
membicarakan persoalan kepolisiam berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga
kepolisian.
23Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2004
Tentang Kepolisian, Cetakan I, h.. 3
24Modul Pendidikan Alih Golongan, SPN Batua Makassar, h. 12
25Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-II h.280
26Arifin, Moch. Buku Pintar Polisi, h.. 8
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Menurut Abdussalam, istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian
yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang
ada dalam Negara, sedangkan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.
Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dalam
organisasi Negara.27
Polisi dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta
memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan
pribadi pada hubungan formal. Kemitraan polisi dengan masyarakat sangat
ditentukan oleh kinerja dan tampilan operasional Polri, dalam hal ini sejalan
dengan kebijakan dan strategi dengan ditetapkannya panduan pelaksanaan fungsi-
fungsi operasional Polri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian
tidak hanya berhasil dalam sudut pandang profesi tetapi juga mendapat legitimasi
dari masyarakat yang dilayaninya. Legitimasi yang dimaksud adalah kepercayaan
dan penerimaan masyarakat terhadap bangunan sistem kepolisian yang kondusif.28
2. Dasar Hukum Tentang Kepolisian
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan
keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman
masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dan pada pasal 5
27Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h.. 13
28Khiky Sandra Saputri, Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan yang
Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Skripsi, 2015), h..16
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa kepolisian merupakan
alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyrakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.
Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disebut KEPP adalah norma-
norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis
dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,
dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu
wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus
perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang
kepangkatan.
3. Fungsi dan Kewajiban Kepolisian
Polisi dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta
memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan
pribadi pada hubungan formal. Kemitraan polisi dengan masyarakat sangat
ditentukan oleh kinerja dan tampilan operasional Polri, dalam hal ini sejalan
dengan kebijakan dan strategi dengan ditetapkannya panduan pelaksanaan fungsi-
fungsi operasional polri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian
tidak hanya berhasil dalam sudut pandang profesi tetapi juga mendapat legitimasi
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dari masyarakat yang dilayaninya. Legitimasi yang dimaksud adalah kepercayaan
dan penerimaan masyarakat terhadap bangunan sistem kepolisian yang kondusif.
Fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah
salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan
masyarakat.
Di bidang penegakan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum
yang Acara pidana dan peraturan perundang-undangan.
Pekerjaan polisi di Negara manapun adalah memelihara hukum dan
ketertiban, lebih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat, demikian
juga polisi di Negara Republik Indonesia, walaupun tugas dan wewenangnya serta
hal yang akan dilakukan telah dirumuskan oleh prosedur hukum secara rinci,
namun pada waktu yang sama ia dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil
keputusan dan mengambil tindakan yang bersifat spontan yang bertentangan
dengan prosedur hukum , karena kalau dilakukan melalui prosedur hukum maka
ketertiban akan terganggu dengan posisi tersebut polisi akan diombang-ambing
oleh bermacam tuntutan yaitu disatu pihak diikat oleh prosedur hukum, sedangkan
dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga bisa melakukan tugas memelihara
ketertiban dengan lebih baik.29
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Menembak di Tempat oleh Kepolisian
Hukum Islam dalam melihat kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku
kejahatan adalah dibolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.
29Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h..25
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Adapun prosedur pelaksanaan kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku
kejahatan bertujuan untuk melumpuhkan para pelaku kejahatan dan untuk
mempermudah di dalam membekuknya. Selain itu hukum isalam dapat juga
berfungsi sebagai pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan itu. Dalam
pelaksanaan tembak di tempat tersebut menurut Hukum Islam, selama yang
melakukan kegiatan tersebut dalam keadaan terpaksa, mendesak, ataupun dalam
keadaan darurat, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak di pidana, selama
tindakannya tidak berlebihan.
Dalam hal ini perlu di perhatikan juga pandangan hukum Islam, yang
menyatakan bahwa negara yang adil dan makmur haruslah memiliki keamanan
dan ketertiban dalam semua aspek kehidupan baik, sosial, politik, ekonomi,
budaya dan agama di dalamnya upaya perwujudan keamanan segenap potensi
dan kemampuan.
Terkait dengan pandangan Islam tentang keamanan manusia yakni
menyangkut penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, yang
dipahami dalam konteks pemberian kedaulatan oleh agama kepada manusia
melalui kekhalifaan adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan.
Pada hakikatnya, syariat Islam atau syariah adalah kode etik yang diikuti
oleh umat Islam berdasarkan dua sumber rujukan utama yakni al-quran dan
sunnah nabi. Selain dari sumber lain yakni Ijma dan Qiyas. Syariah menetapkan
aturan hukum untuk membimbing manusia menuju perbuatan baik (Ma'ruf) dan
meninggalkan kejahatan (Munkar). Singkatnya, syariah bertujuan untuk
mendorong kesuksesan dan kesejahteraan umat manusia baik dalam kehidupan
di dunia maupun di akhirat. Syariah mengacu pada totalitas perintah agama, dan
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memberikan kedudukan tertinggi untuk evaluasi pada ketentuan agama, dari
seluruh urusan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Selain itu, agama
menjadi ketentuan untuk melarang atau melakukan sesuatu yang diperbolehkan
dalam hukum. Secara teoretik, syariah terdiri dari perintah-perintah yang telah
jelas dari quran, aturan-aturan yang diperkenalkan melalui praktek nabi, dan
pendapat para ahli fiqh atau hukum.30
Kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia dalam pandangan hukum
Islam di mana kedudukan lembaga kepolisian sebagai alat negara di jelaskan
dalam al-Qur’an.
Dalam QS al-Anfaal/8 : 60
         
              
      
Terjemahnya:
"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi
mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang
dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain
mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa
saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).31
30Haryanto, Polisi Syariah: Keamanan Untuk Siapa?, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Edisi November 2014, Vol. XVIII No. 2, h.. 181
31Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad Books, 2014),  h.
184
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa keamanan pada akhirnya berkaitan
dengan tindakan keamanan diri (lembaga kepolisian) yang dalam bahasa agama
disebut dengan jihad, jihad dengan segala bentuknya bertujuan untuk menjalankan
perintah Allah dalam kehidupan (li’ila’i kalimatillah) yang juga dapat
menjelaskan kedudukan lembaga Kepolisian di Indonesia dalam hukum Islam.
Dimana kepolisian bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta
melindungi negara, keutuhan kepolisian wilayah negara Kesatuan Republik




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah
dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif dilakukan
dengan cara pengamatan langsung dan wawancara langsung dengan informan
yang sangat memahami permasalahan yang diteliti.
Dalam buku Imam Gunawan, telah dipaparkan pendapat beberapa ahli
mengenai penelitian kualitatif ini, diantaranya, menurut Flich, penelitian kualitatif
ialah specific relevance to the study of social relationsiowing to the fact of the
pluralization of the world. Penelitian Kualitatif adalaha keterkaitan spesifiik pada
studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia
kehidupan. Metode ini untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian.1
Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk
mengembangkan konsep sensitivitas terhadap masalah yang dihadapi. metode ini
menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori. Penelitian
kualitatif ini tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnmya tetapi
dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Sugiyono menyatakan
bahwa dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, berkembang atau berganti
setelah peneliti berada di lapangan.2
Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan
1Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara. 2015), h.81.
2Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif , h.81.
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situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai dengan
permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Alasan penulis memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena di Kota
Makassar, telah banyak dilakukan tindakan menembak ditempat yang dilakukan
oleh pihak kepolisian setempat, sehingga penelitian ini sangat tepat apabila
dilakukan di Kecamatan Manggala Kota Makassar.
B. Pendekatan Penelitian
Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara
pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif.
A. Yuridis Empiris
Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang menekankan pada fakta-
fakta yang telah terjadi dilapangan.
B. Penelitian Yuridis Normatif
Penelitian Yuridis Normatif berarti dalam menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data
sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini berarti
mengkaji tentang Perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-
teori hukum mengenai penerapan aturan.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data Primer
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari proses wawancara,
termasuk apa yang didengar dan disaksikan langsung oleh penulis.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian
buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya
dengan ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Data penelitian ini diperoleh dengan berbagai metode, yaitu :
1. Wawancara (Interview).
Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau secara
langsung kepada para responden terkait sebagai informan yang telah dipersiapkan
sebelumnya untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam.
Perlengkapan yang digunakan pada saat wawancara adalah catatn tertulis untuk
mencatat bagian-bagian yang penting dari hasil wawancara.
Pada jenis wawancara ini, peneliti menggali data seperti halnya pada
diskusi terarah, namun subyek yang diwawancarai secara individual. Wawancara
ini biasanya mencakup data secara luas namun mengarah pada masalah tertentu
secara detail. Peneliti mendorong subyek untuk mengekspresikan pandangan
secara panjang-lebar. Salah satu teknik disebut dengan "the critical incident
study" yaitu subyek diminta memberikan komentar terhadap suatu kejadian nyata.
Teknik ini memberikan gambaran lebih dalam tentang kepercayaan, sikap dan
perilakuy subyek. 3
3Lisa Harian. Metode Penelitian Kualitatif. (cet-2: Kencana Media Group. 2009), h.86.
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2. Studi pustaka.
Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami,
dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau study yang
berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Study pustaka dapat
diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu
memecahkan masalah penelitian. Artinya studi pustaka juga dapat dimanfaatkan
sebagai jalan untuk memberikan argumentasi dugaan sementara atau prediksi
hasil penelitian yang akan dilakuakan4
3. Pengamatan (Observation)
Pengamatan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan pada
objek yang akan diteliti dengan melihat atau mengamati kegiatan atau peristiwa
yang dianggap perlu dan berhubungan dengan tujuan penelitian. Observasi
partisipasi membantu untuk memahami lingkungandengan menilai keadaan yang
terlihat ataupun keadaan yang tersirat (tidak terlihat, hanya dapat dirasakan)
dengan memperhatikan kenyataan atau realitas dilapangan.
4. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. Juga berupa foto lokasi hasil penelitian, orang yang bersangkutan,
rekaman/video, dan bentuk lainnya yang digunakan pada saat penelitian
dilaksanakan.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian.
Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang
diperlukan dalam penelitian yang digunakan yaitu :
4Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisi Isi dan Analisis Data Sekunder,
(Jakarta: Rajagrafindo Persada), h.46.
44
1. Peneliti Sendiri. Seorang peneliti sangat berperan penting dalam proses
penelitian. Karena dengans adanya peneliti, responden dan proses
mengumpulkan data-data yang di butuhkan untuk suatu penelitian serta
pembukitan keabsahan dari kata-kata tersebut dapat dengan mudah
diperoleh.
2. Pedoman Wawancara. Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat
pengarah dalam mengumpulkan data pada saat dilakukan wawancara yang
dijadikan dasar dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang
berupa daftar pertanyaan.
3. Handphone. Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang
memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini,
utamanya aplikasi Kamera.
4. Alat tulis. Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses
penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data
sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:
a. Klasifikasi Data. Klasifikasi data berarti mengolah data sehingga
menghasilkan informasi atau keterangan. Klasifikasi data berarti
mengelompokkan atau mengklasifikasi data, terutama data nama alamat dan data
lainnya sehingga dapat melihat laporan sesuai dari masing-masing kelompok.
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b. Reduksi Data. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang
diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. 5
c. Tahap Editing ( pemeriksaan data ). Beberapa hal yang perlu diperhatikan
pada tahap editing antara lain: Lengkapnya pengisian jawaban, kejelasan tulisan,
kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, relevansi jawaban, keseragaman
kesatuan jawaban
d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data. Kesimpulan dalam penelitian dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru
tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
masih perlu di buktikan sehingga menjadi jelas.
2. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan yaitu
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa
yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari bacaan.
5Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif analisis data. (cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2010), h. 2-4.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kota Makassar terletak antara 119°24ʼ17ʼ38ʼʼ Bujur Timur dan 5°8ʼ6ʼ19ʼʼ
Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros,
sebelah timur dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa
dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat
seluas 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Data tersebut lebih






1 Mariso 1,82 1,04
2 Mamajang 2,25 1,28
3 Tamalate 20,21 12,07
4 Rappocini 9,23 5,25
5 Makassar 2,52 1,43
6 Ujung Pandang 2,63 1,50
7 Wajo 1,99 1,13
8 Bontoala 2,10 1,19
9 Ujung Tanah 5,94 3,38
10 Tallo 5,83 3,32
11 Panakkukang 17,05 9,70
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12 Manggala 24,14 13,73
13 Biringkanaya 48,22 27,43
14 Tamalanrea 31,84 18,11
Kota Makassar 175,77 100,00
Tabel 11
Luas Wilayah dan Persentasi Terhadap Luas Wilayah Menurut
Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2018
2. Keadaan Geografi Kecamatan Manggala
Kecamatan Manggala merupakan 1 dari 14 Kecamatan di Kota Makassar.
Kecamatan manggala dibatasi oleh:
Utara : Kecamatan Tamalanrea
Selatan : Kabupaten Gowa
Barat : Kecamatan Panakukang
Timur : Kabupaten Maros
Kecamatan ini memiliki 8 kelurahan dengan luas 24,14 km2. Kelurahan
yang wilayahnya paling luas adalah Tamangapa yaitu 7,62 km2, sedangkan
kelurahan yang paling kecil adalah kelurahan Borong dan Batua.
No. Kelurahan Luas Wilayah
1 Antang 2,63
2 Bangkala 2,82











Statistik Geografi Kecamatan Manggala Tahun 2018
3. Kondisi Penduduk dan Administratif Kecamatan Manggala
Tingkat klasifikasi desa/kelurahan di kecamatan manggala 2018 terdiri
dari 8 kelurahan, 408 RT dan 74 RW dengan kategori kelurahan swasembada.
Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2018, jumlah penduduk di kecamatan
manggala sebesar 115.298 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 4.776 jiwa
per 1 km2.






PendudukRT RW L P
1 Antang 42 7 2848 5426 5.397 10.823
2 Bangkala 59 11 3281 7055 7.115 14.170
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Tabel 33
Data RT dan RW di Kecamatan Manggala Tahun 2018
Kegiatan pemerintahan di kecamatan manggala dilaksanakan oleh
sejumlah aparat/pegawai yang berasal dari berbagai dinas / instansi pemerintah
yang jumlahnya 166 orang terdiri dari 45 laki-laki dan 121 perempuan. Instansi
yang menempatkan pegawainya untuk bertugas di Kantor Kecamatan yakni
Badan Pusat Statistik. Jumlah pegawai 1 orang dari Badan Pusat Statistik sebagai
Koordinator Statistik Kecamatan.
B. Pandangan Hukum Pidana Islam tentang Bentuk kewenangan menembak
di Tempat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pandangan Hukum islam mengenai kewenangan kepolisian, yang
menyatakan bahwa negara yang adil dan makmur haruslah memiliki keamanan
3Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Makassar, https://makassarkota.bps.go.id/(8
Oktober 2018)




44 7 2299 4.871 4.999 9.870
5 Bitowa 30 6 2435 5.320 5.059 10.379
6 Borong 65 12 3825 8.319 8.193 16.512
7 Manggala 66 12 4773 10.093 10.335 20.428
8 Tamangapa 35 7 2944 5.504 5.489 10.993
Jumlah 408 74 26869 57.611 57.687 115.298
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dan ketertiban dalam semua aspek kehidupan baik, sosial, politik, ekonomi,
budaya dan agama di dalamnya upaya perwujudan keamanan segenap potensi dan
kemampuan. Terkait dengan pandangan islam tentang keamanan manusia yakni
menyangkut penghidupan dan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia, yang
dipahami dalam konteks pemberian kedaulatan oleh agama kepada manusia
melalui kekhalifaan adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi keamanan.
Pada hakikatnya, syariat islam atau syariah adalah kode etik yang diikuti
oleh umat islam berdasarkan dua sumber rujukan utama yakni al-quran dan
sunnah nabi. Selain dari sumber lain yakni Ijma dan Qiyas. Syariah menetapkan
aturan hukum untuk membimbing manusia menuju perbuatan baik (Ma'ruf) dan
meninggalkan kejahatan (Munkar). Singkatnya, syariah bertujuan untuk
mendorong kesuksesan dan kesejahteraan umat manusia baik dalam kehidupan di
dunia maupun di akhirat. Syariah mengacu pada totalitas perintah agama, dan
memberikan kedudukan tertinggi untuk evaluasi pada ketentuan agama, dari
seluruh urusan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Selain itu, agama
menjadi ketentuan untuk melarang atau melakukan sesuatu yang diperbolehkan
dalam hukum. Secara teoretik, syariah terdiri dari perintah-perintah yang telah
jelas dari quran, aturan-aturan yang diperkenalkan melalui praktek nabi, dan
pendapat para ahli fiqh atau hukum.4
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang menyampaikan
kepada kebaikan atau kemaslahatan, dituntut untuk dikerjakan dan kejahatan atau
kemafsadatan dilarang untuk dikerjakan.
4Haryanto, Polisi Syariah: Keamanan Untuk Siapa?, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Edisi November 2014, Vol. XVIII No. 2, h. 181
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Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah Ushul Fiqh yaitu Kemudaratan
harus dapat dihilangkan yang juga menjadi upaya preventif agar tidak
menimbulkan dampak negatif sehingga manusia harus dijauhkan dari Idhar (tidak
menyetujui). Baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain, dan tidak
semestinya yang menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain.5
Kedudukan lembaga kepolisian di Indonesia dalam pandangan hukum
Islam di mana kedudukan lembaga kepolisian sebagai alat negara di jelaskan
dalam al-Qur’an.
Dalam QS al-Anfaal/8 : 60
         
              
      
Terjemahnya:
"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi
mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang
dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain
mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa
saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).6
Ayat tersebut menjelaskan bahwa keamanan pada akhirnya berkaitan
dengan tindakan keamanan diri (lembaga kepolisian) yang dalam bahasa agama
disebut dengan jihad, jihad dengan segala bentuknya bertujuan untuk menjalankan
5A. Mufti Hidayat, Kajian Sadd Al-Dhariah Tentang Tembak Di Tempat Terduga
Terorisme Oleh Densus 88, (Tesis tahun 2018), h.. 46
6Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Surakarta: Ziyad Books, 2014),  h.
184
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perintah Allah dalam kehidupan (li’ila’i kalimatillah) yang juga dapat
menjelaskan kedudukan lembaga Kepolisian di Indonesia dalam hukum Islam.
Dimana kepolisian bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta
melindungi negara, keutuhan kepolisian wilayah negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
Di Indonesia, Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi, hal
ini tercantum dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pembinaan profesi kepolisian.
Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah
tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
kepolisian Negara Republik Indonesia yang brisikan tentang "Untuk kepentingan
umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Kewenangan
ini disebut sebagai kewenangan Diskresi kepolisisan, dimana kewenangan ini
harus dapat di pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya oleh anggota Polri
agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf
(i) Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan
bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi
keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari
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gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.7
Prosedur tembak di tempat pada pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjeaskan tentang prosedur
tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api, aparat kepolisian
harus:
1. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan
proporsionalitas.
2. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan
yang jelas dengan cara :
a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang
bertugas.
b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran
untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
c. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
3. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu
diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau
orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak
perlu lagi dilakukan.
Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian,
dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah :
7Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah R.I Tahun 2004
Tentang Kepolisian, Cetakan I, h.. 9
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1. Untuk tahapan represif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan
atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
2. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan
yang terjadi serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administratif
terhadap fungsi sabhara serta lalu lintas.
3. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu
ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya proses peradilan
pidana. Selain itu lalu lintas, reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
4. Adapun brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas
dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait dengan kejahatan
berintensitas tinggi.
Dalam memilih tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dan
tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus
memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta
mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi
tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik
dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.
Apabila prosedur dalam pasal 48 sudah dilaksanakan oleh petugas
kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal
tersebut, maka tindakan tembak yang bertjuan untuk melumpuhkan tersangka
dapat dilakukan.
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Adapun table 4 tentang prosedur penggunaan senjata api dan tabel 2
tentang tahapan penggunaan kekerasan dan senjata api yang ditetapkan oleh Polri
dalam Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri.8
PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA API
Petugas harus menyebutkan dirinya sebagai anggota polisi
DAN
Petugas harus memberikan peringatan secara jelas
DAN
Petugas harus memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi
TETAPI
Hal ini tidak perlu dilakukan bila pengunduran waktu akan mengakibatkan
kematian atau luka berat terhadap petugas tersebut atau orang lain
ATAU
BIla jelas-jelas tidak dapat ditunda dalam situasi tersebut
Tabel 4
Prosedur Penggunaan Senjata Api (Senpi)
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009
Dalam pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
dijelaskan bahwa :
8Ismail Achmad, Pertanggungjwaban Pidana dalam Pelaksanaan Tembak ditempat oleh
Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Skripsi, 2013), h.. 53
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1. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan
bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat
atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat
dilakukan tembakan peringatan.
2. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menimbulkan
ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
3. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan
kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil
dengan tujuan sebagai berikut;
a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan
menyerang anggota polri atau masyarakat.
b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku
kejahatan atau tersangka.
4. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya acaman
yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak
memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.
Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolsian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dimana tahapan penggunaan kekuatan dalam
tindakan kepolisian terdiri dari:
a. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan
b. Tahap 2 : Perintah lisan
c. Tahap 3 : Kendali tangan lunak
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d. Tahap 4 : Kendali tangan keras
e. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air
mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
f. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain
yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau perilaku
tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota
Polri, atau anggota masyarakat.
Tembak ditempat oleh aparat kepolisian sering sekali terjadi, salah satu
contoh kasusnya yaitu, tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh aparat
kepolisian dari Unit Jatanras Polrestabes Makassar terhadap terpidana mati yang
bernama Ikbal alias Kolor Ijo yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Polda
Sulawesi Selatan-Barat karena telah melarikan diri dari Lapas Kelas I Makassar.
Sebelumnya, Ikbal bersama 2 rekan terpidana lainnya melarikan diri dengan
menumpang mobil truk dari Lapas Kelas I Makassar ke Kecamatan Mangkutana
Kabupaten Luwu Timur dan akhirnya bersembunyi di dalam hutan di perbatasan
Daerah tersebut. Tindakan menembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian
berlangsung 2 hari, yaitu pada tanggal 18 Mei 2017 namun terpidana Kolor Ijo
tersebut berhasil melarikan diri setelah sebelumnya diberikan tembakan
peringatan dan diberikan tembakan pada betis terpidana tersebut, namun kembali
terpidana tersebut berhasil melarikan diri. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2017,
para aparat kepolisian tersebut kembali mendatangi tempat persembunyian
terpidana tersebut, dan mendapati terpidana tersebut berada didalam tendanya.
Namun setelah dilakukan pengempungan, terpidana tersebut memberikan
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penyerangan kepada petugas dengan menggunakan sebilah parang sehingga
petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak terpidana dan mengenai
bagian dada terpidana sehingga terpidana tersebut meninggal dunia.
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Kewenangan Menembak di Tempat oleh
Aparat Kepolisian di Kota Makassar
Persepsi merupakan pandangan seseorang terhadap sesuatu atu sebuah
proses saat individu mengatur dan menginterprestasikan kesan-kesan sensorik
mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.
Persepsi lahir dari proses yang didahului oleh penginderaan yang
merupakan stimulus yang diperoleh seseorang individu melalui alat penerimaan
indra, kemudian stimulus itu diteruskan oleh syaraf ke otak kemudian akan
memicu munculnya persepsi. Adapun persepsi terhadap kewenangan menembak
di tempat oleh polri seperti yang di ungkapkan oleh informan Petra Disem yang
setuju dengan tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
"Yang namanya pelaku kejahatan itu adalah musuh kita bersama didalam
bermasyarakat. Apalagi ketika sudah sangat membahayakan jiwa dan raga
petugas pada saat diamankan, maka sangat perlu diambil tindakan tembak
ditempat yang sesuai dengan kondisi pada saat itu, apakah untuk
dilumpuhkan atau untuk di lenyapkan"9
Sedangkan menurut Fredy, warga Kecamatan Manggala yang berprofesi
sebagai karyawan swasta yang sangat setuju dengan tindakan tembak di tempat
9Petra Disem, Masyarakat Kec. Manggala, Wawancara, pada tanggal 3 September 2018 di
Kec. Manggala
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yang dilakukan oleh aparat kepolisian, menganggap bahwa "kejahatan di Kota
Makassar khususnya kejahatan yang terjadi dijalan raya sudah sangat
mengganggu ketentraman masyarakat, serta menimbulkan rasa ketakutan yang
berlebih bagi masyarakat yang sering menggunakan jalan raya dalam beraktifitas
sehari-hari, misalnya saja tindakan begal yang seringkali terjadi yang sudah
menimbulkan banyak korban baik kerugian yang berupa materil bahkan sampai
merenggut nyawa korbannya. Menurut saya, hal inilah yang mengharuskan
adanya tindakan tembak ditempat untuk memberikan efek jera kepada semua
pelaku yang pernah ditembak sebelumnya, maupun kepada pelaku yang melihat
hal tersebut."10
Penerapan diskresi bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan
tugas dan fungsi kepolisian serta menyangkut tentang pertanggung jawaban pasca
tindakan tersebut. Hal ini harus dijelaskan sebagai bentuk pertanggung jawaban
terhadap tindakan diskresi.
Tindakan diskresi secara sah dapat dilakukan oleh polri sebagai pihak yang
berwenang. Hal ini didasari oleh tugas dan fungsi kepolisian sebagai pelindung
masyarakat. Dasar hukum bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu, Undang-undang mengatur pembinaan profesi dan kode
etik profesi agar tindakan pejabat kepolisan dapat dipertanggung jawabkan, baik
secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi
10Fredy, Masyarakat Kec. Manggala, Wawancara pada tanggal 3 di Kec. Manggala
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manusia.seperti pendapat yang dikemukakan oleh Adnan Dwi Putra, dan
Lukmanul Hakim Junardi, salah satu anggota kepolisian yang bertugas di
Polrestabes Makassar.
"Saya pribadi sangat setuju dengan tindakan anggota kepolisian dengan
menembak di tempat para pelaku kejahatan yang sudah sangat meresahkan
masyarakat, apalagi mengingat tidak jarang dalam proses penangkapan
pelaku tersebut melakukan perlawanan yang dapat membahayakan
masyarakat serta petugas pada saat itu. Namun kembali lagi, hal ini
(tembak ditempat) harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku"11
"Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan merupakan tindakan lain
yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku
untuk mencegah, menghambat, atau mengentikan tindakan pelaku
kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga,
harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna memwujudkan tertib dan
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, namun harus
sesuai dengan standar operasional kepolisian"12
Tugas dan wewenang kepolisian yang semakin besar antara dua hal antara
lain perlindungan jiwa masyarakat banyak dan harta mereka yang harus dilindungi
secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Namun dalam melaksanakan tugas
dan wewenang tersebut harus dibarengi dengan pertanggung jawaban.
11Adnan Dwi Putra, Anggota Kepolisian , Wawancara, pada tanggal 3 September 2018 di
Kec. Manggala
12Lukmanul Hakim Junardi, Anggota Kepolisian , Wawancara, pada tanggal 30 Agustus
2018 di Polsek Manggala
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Pertanggung jawaban dari tindakan diskresi ini harus senantiasa berdasar kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang
dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.
Menurut Satjipto Raharjo, pekerjaan polisi dimanapun adalah menjaga
hukum dan ketertiban umum, khususnya dalam hal memerangi tindakan kejahatan
dalam lingkungan masyarakat, walaupun tugas dan wewenangnya \ telah
ditentukan oleh prosedur hukum secara jelas, namun pada saat yang bersamaan ia
dihadapkan kepada suatu keadaan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang
bersifat spontan yang terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum
yang berlaku, karena jika salah satunya dilakukan berdasarkan kepada aturan
hukum maka aturan dan ketertiban yang lain akan terganggu, dalam hal seperti
itulah aparat kepolisian seperti diombang-ambing oleh bermacam tuntutan yang
disatu pihak diikat oleh aturan hukum, sedangkan dipihak lainnya dituntut untuk
melakukan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.13
Perbedaan dua sisi tugas kepolisian inilah yang juga menimbulkann
pertentangan dalam hati nurani anggota polisi itu sendiri, di satu sisi ia harus
menjalankan tugasnya dengan jalan menembak pelaku untuk menjaga dan
melindungi masyarakat banyak, di sisi lain terkadang ia juga menyayangkan hal
tersebut, dikarenakan harus melukai bahkan membuat orang lain meninggal dunia.
Seperti yang dituturkan oleh salah satu anggota kepolisian, Muh. Kemal sebagai
salah satu anggota tim khusus Polsek Manggala.
"Alasan saya setuju dengan tindakan tersebut karna pelaku kejahatan
tersebut yang pastinya sudah sangat meresahkan masyarakat, mengingat
13Abdussalam R, Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHAP Dilapangan Oleh
Penyidik, h.. 25
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beberapa pelaku yang telah kami berikan tindakan tersebut kebanyakan
adalah pelaku yang telah berulang kali melakukan tindakan kejahatan
bahkan sudah banyak menimbulkan korban dan juga kerugian baik materi
bahkan ada yang sampai membuat korbannya meninggal dunia. Namun di
sisi lain, terkadang saya pribadi juga merasa kasian dengan pelaku tersebut
yang terkadang pada dasarnya mereka menggunakan tindakan kejahatan
sebagai mata pencaharian untuk keluarganya, apalagi kebanyakan dari
pelaku yang kami tembak juga masih berumur sangat muda, sehingga saya
sangat menyayangkan hal tersebut apabila pelaku tersebut harus
dilumpuhkan dengan senjata." 14
Pendapat yang senada juga dituturkan oleh beberapa masyarakat yang
tidak setuju dengan tindakan ini dan menganggap bahwa tindakan menembak di
tempat yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini melanggar Hak Asasi Manusia.
Seperti yang diungkapkan oleh Alwi Nawawi, salah satu masyarakat kecamatan
Manggala yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor Kecamatan.
"Saya pribadi tidak setuju dengan tindakan ini, bukankah tindakan ini
secara tidak langsung melanggar Hak Asasi Manusia? Apalagi jika
menilik Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
pasal 4 dan pasal 33 ayat 1, dan tindakan ini tergolong dalam
pelanggaran HAM, meskipun para pelaku juga telah menyebabkan
kerugian kepada orang lain bahkan sampai menghilangkan nyawa orang
lain."15
14Muh. Kemal, Anggota Kepolisian, Wawancara, pada tanggal 30 Agustus 2018 di Polsek
Manggala
15Alwi Nawawi, Masyarakat Kec. Manggala, Wawancara, pada tanggal 29 Agustus 2018,
di Kec. Manggala
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Namun tindakan tembak ditembak tersebut tidaklah lepas dari tanggung
jawab apabila tindakan diskresi dilakukan tidak sesuai, misalnya diskresi
dilakukan melewati batas kewenangnya, tidak memperhatikan batasan yang telah
ditetapkan dalam undang-undang, merugikan orang lain, bila tidak ada alasan
yang menghapuskan pertanggung jawaban itu, dan lain-lain.
Dalam melakukan suatu tindakan, penggunaan kekerasan yang oleh
kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku tidak diperbolehkan
dalam tugas. Apabila dikemudian hari hal tersebut ditemukan, maka petugas yang






Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul "Persepsi Masyarakat
Terhadap Kewenangan Menembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisan Di Kota
Makassar" yaitu:
1. Pandangan Hukum Islam terhadap kewenangan Pejabat kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian
Negara Republik Indonesia tentang pembinaan profesi kepolisian. Hal ini
didasarkan pada QS. al-Anfaal/8 : 60
2. Persepsi masyarakat terhadap kewenangan menembak di tempat yang
dilakukan oleh aparat kepolisian di kota Makassar terbagi menjadi 2 yaitu
setuju dan tidak setuju. Apabila dilihat dari pendapat yang setuju,
masyarakat sangat menyetujui hal tersebut karena menurut mereka
tindakan tersebut dianggap sangat tepat diberikan kepada pelaku yang
sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan yang tidak setuju beranggapan
bahwa tindakan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia para pelaku.
B. Implikasi
Secara khusus peneliti telah memberikan gambaran yang cukup jelas
mengenai kewenangan menembak di tempat yang dilakukan oleh anggota
kepolisian di Kota Makassar yang secara jelas telah diatur dalam perundang-
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undangan. Dan juga persepsi dari masyarakat Kecamatan Manggala mengenai
tindakan tersebut.
Adapun saran dari penelitian skripsi yang berjudul persepsi masyarakat
terhadap kewenangan menembak di  tempat oleh aparat kepolisian di Kota
Makassar yaitu:
1. Diharapkan bagi aparat kepolisian yang bertugas sebagai pelindung serta
pengayom bagi masyarakat untuk lebih tegas dalam bertindak serta tidak
sewenang-wenang didalam menggunakan wewenang yang telah diberikan
kepadanya, kemudian memberikan pemahaman lebih mendalam kepada
masyarakat tentang tujuan dari tindakan tersebut, sehingga menciptakan
hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dan masyarakat sipil,
agar tidak lagi terjadi kesalah pahaman. Dan pimpinan kepolisian harus
lebih memperketat pengawasan tembak di tempat ini agar tidak terjadi
penyimpangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap
masyarakat mengenai kewenangan menembak yang dilakukan oleh aparat
kepolisian.
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